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BAB III
PELAKSANAAN BADAN KREDIT DESA (BKD)
DI DESA JANTI KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI

A. Sekilas Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

1. Letek Geografis Desa Janti

Desa Janti adalah Desa yang terletak di wilayah
lecamatan Papar Kabupaten Kediri. Sedangkan jarak antara
Kecamatan Papar dengan Kecamatan lainnya kurang lebih
5 (1ima) Kilometer persegi. Jarak Desa Janti dengan Ka-

bupaten kurang lebih 14 (empat belas) Kilometer persegi.

:Daerah-daerah yang membatasl dengan Desa Janti

Kecamatan Papar Kabupaten Kedirl adalah sebagai berikuts

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hang-

gungan Kecamatan Pagu.

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngan-

Juk.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dese Minggi-

ran Kecamatan Papar,

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Papar.
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Luas areal tanah atau luas wilayah Desa Janti
Kecamatan Papar kurang lebih 250 Ha. Desa Janti Kecamg-
tan Papar terbagi menjadi 4 (empat) kedukuhan yang
masing-masing dikepalai oleh Kepala Dusun (Kaéun) dian -

taranya ielah sebagail berikut :

a. Dukuh Tegalre jo.
b. Dukuh Krusuan.
¢. Dukuh Kandangan.

d. Dukuh Pesantren. (Sumber data : Kantor Desa).

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 1994/1995
dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Janti Kecama-
ten Papar Kabupaten Kediri ber jumlah sekitar 3000 jiwe.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melaluil tabel di be -
wah ini.

Tabel I
Jumlah penduduk dilihat dari jenis kelamin

NO. ! Jenis Kelamin ! Jiva

1. ! Laki-laki s C 1 1.527 Jiwa
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2. ! Perempuan | ! 1.473 Jiwa
Jumlah ! 3.000 Jiwa
(Sumber Data : Kantor Desa Janti).
3. Keadaan Sosial Ekonomi
Masyarakat Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten

Kediri dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya te-

lah mempunyai bermacam-macam usaha atau mata pencaharian

yang sesual dengan profesinya masing-masing yang

garis besarnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II

Keadaan Sosial Ekonomi

pada

NO. Status Penduduk { Jumlah
1. ABRI ! 6 Jiwa
2. Pegawal Negri Sipil ! 24 Jiwa
3. Pegawal Swasta : H 25 Jiwa
4. Pensiunan ABRI/Sipil ! 11 Jiwa
5. Petanti H 140  Jiwa
6, Pertukangan { 65 Jiwa
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7. ! Buruh Tani | ' 206 Jiwa

8., ! Pedagang Kecil/sedang ! 15 Jiwa

(Sumber Data : Kantor Desa Janti).

Dari data di atas dapatlah diketahui bahwa seba =~
gian besar masyarakat Desa Janti dengan mata pencaharian
adalah bertani, baik bertani dengan memiliki tanah sen-
diri maupun menjadi buruh teni saja. Hal ini dapat
dimaklumi karena luas potensi tanahnya yang sebagian
besar adalah tanah pertanian dan juga Desa Janti adalah

daerah pedesaan yang relatif jauh dari kota.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakatl Dgsa Jantl 100% (seratus persen) pen-
duduknya beragama Islam, pada umumnya dikenal sabagai
penganut agama yang kuat dan fanatik dalam menjalankan
a jaran agamanya dan tidak ada seorangpun yang memeluk
selain ajaran agama Islam. Sarana ibadah yang terdapat
d4 Desa Janti cukup memadahi yaitu : 3 (tiga) buah
Masg jid dan 8 (delapan) buah Musholla. (Sumber Data : Kan-

tor Desa Janti)

5. Keadaan Sosial Pendidikan
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Meskipun letak Desa Janti jauh dari kota Kediri

mengalami kema juan. Masyarakat Desa Janti sudah

banyak
banyak

Yang sadar akan pentingnya suatu pendidikan, separti da-

pat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel IIIX

Keadaan Sosial Pendidikan

HO. ¢ Katagori Jumlah
1., ! Tidak tamat SD 76  Jiwe
2. ! Tamat SD 274 Jiwa
3. ! Tamat SLTP 113 Jiwa
4. | Tamat SLTA 196 Jiwa
5. 1 Temat Sar jana 20 Jiwa
(Sumber Data ; Kantor Desa Janti).

B. Badan Kredit Desa (BEKD) di Desa Janti Kecamatan

Kabupaten Kediri.

l. Sejarah Badan Kredit Desa (BKD).

Papar
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Berdirinya Badan Kredit Desa (BKD) tidak bisa
dipisahkan dari berdirinya AVB (yang sekarang men jadi
BRI) pada akhir abad ke 19 (1890 an). Kehadiran BKD erat
kaitannya dengan keadasan skonomi pedesaan 4i Jowa vang
memprihatinkan y&ﬁg disebabkan oleh gagal panen secara
luas akibat kemerau panjang, banjir dan serangan hama
yang ganas. Berdasarkan pengalaman yang pahit ini asis-
ten residen Banyumas d4i Purwokerto DE WOLFF VAN WESTER«

RODE berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya

masyarekat guna mengatasi keadaan dengan cara membuat
Lumbung-Lumbung Desa untuk menanggulangi keadaan akibsat

musim paceklik yang sering ter jadl terutama di Jawa,

Kelompok-kelompok Swadaya masyarakat 1ini berdiri dengean
landasan (prinsip) Koperasi Reifeizen di Jerman yvang
dalam prakteknya di Jawa dilaksanskan dengan prinsip
Rembug Desa. Masysarakat Jawa telah terbiasa melakukan
gotong-royong daiam melakukan berbagal kegiaian ssbelum
nya selalu diewall dengan Rembug Desa dan setelah kese =
pakatan tercaepai masyarakat selalu melaksanakannya de-

ngan konsekwen.

Pada tahun 1896 Pati Purwokerto Raden Bei Aria
HWirieatmad ja telah mendirikan Bank yang disebut Bank
Priyayi dengan tujuan untuk memberi. bantuan kepada para

pegawal dan pamong praja yang banyak terlibat oleh 1lin-
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tah darat. Untuk menanggulangi musim-musim paceklik yang
selalu menghantul keadaan ekonomi di pedesaan, maka oleh
kelompok Swadaya masyarakat yang berdasarkan Rembug De-
sa pada tehun 1897 wilayah karesidenan Banyumas Purwn -

kerto didirikan 250 buah Lumbung Desa.

Perkembangan Badan Kredit Yesa (BKD) selanjutnya

hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 masa yaitu :

a. Magsa Pertumbuhan (1897-1912)
Dalam masa ini, Badan Kredit Desa (BKD) sedaig
mencari bentuk Badan Perkreditan yang sesual
dengan keadaan daerah, adat istiadat dan per-

kembangan zaman pada waktu itu.

b. Masa Konsolidasi (1912-1934)
Dalem masa ini, kegiatan Badan Kredit Besa (B-
KD) dlarahkan pada usaha=-ussha melengkapi tata

pengawasan, tata administrasi serta hukumnya.

c. Masa Usaha Koordinasi (1934-1942)
Pada masa inl, koordinesi mengenai kebl jakan
dan pelaksanaan dibawah satu komando telah
dimulail dan sebagal koordinatornya adalah Alge-
meene Volkscrediet Bank (AVB) sekarang BﬁI,
sesual SK Direksi AVB NO. 143 tanggal 13 No-
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pember 1934,

Masa Penderitaan (1942-1952)

Akibat dari pendudukan Jepang dan revolusi ke-
merdekaan, praktis dibeberapa tempat Badan
Kredit Desa (BKD) lumpuh, bahkan sebagian be-

sar tidak beker ja.

Masa Pemulihan (1952-sekarang)

Untuk keperluan pemulihan kembali Bank Dosa,
Lumbung Desa dan Koperasi Kredit, pada tahun
1952 pemerintah telah memberiikan bantuan per-
modalan. (Dasar Hukum dan Organisasi BKD,19-

92 : 1)

2. Dasar Hukum Badan Kredit Desa (BKD)

Badan Kredit Desa (BKD) adalan perusanaan milik

desa yang beroperasi di wilayah kerja satu desa dan die
urus sebagail perusahaan tersendiri dan terpisah dari
kekayaan lain milik desa yang bersangkutan. Mengenai
dasar hukum yang diperlakukan dalam pelaksanaan Badan

Kredit Desa (BKD) ini adalah sebagai berikut :

Ordonansi Bedan Kredit Desa (BKD) yang termuat
dalam Staatsblad NO. 357 tahun 1929, Ri jksblad
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FO. 9 tahun 1937 untuk Daerah Kadipaten Paku

alaman dan R} jksblad RO. 3/H tahun 1938 untuk

Daerah Kasultanan yang menyangkut pengawasan ,

* dan menjalankan tata usaha, keuangan dan harta

lainnya. Dari lamdasan hukum tersebut di atas

diper jelas lagi dengan landasan lain diantara-

nya sebagai berikut :

lo'

Je

5.

Undang-undang RI. NO. 14 tahun 1967 tentang
pokok-pokok perbankan.

Undang-undang NO. 21 tahun 1968 pasal 7
ayat 5 tentang BRI mengenai pembinaan dan
pengawasan Bank Desa, Lumbung Desa, Bank

Pasar dan Bank-bank se jenis lainnya.

Surat Menteri Keuangan kepada Direksi B.I.
NO. B. 331/MK/IV/8? 70 tanggal 6 Agustus
1970, tenteng pendirian Bank Desa den Bank

Pasar.,

Surat Menteri Keuangen kepade Direksi B.I.
NO. B.102/DDK/1/8/1971 tenggal 20 Agustus

1971 mengenai pemberian izin useha.

SK DIR. B.I. R0.10/51/Kep/Dir. tanggal 18
Juli 1977 tentang pemgawasan dan pembinaan

3

BPR. -

Keppres NO. 38 tanggal 26 Oktober 1988 ten-
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tang Bank Perkreditan Rakyat.

SK. Menkeu. NO. 1064/KMK.00/1988 tanggal 27
Oktober 1988 tentang pendirian dan usaha
BPR.

Surat petunjuk B.I NO. 22/67/UPPS/PBPR
tanggal 18 Maret 1989 perihal pengawasan
dan pembinaan Badan Kredit Desa (BKD).

Surat petunjuk B.I. NO. 22/191/UPPS/PBPR
tanggal 4 September 1989 tentang penga =

wasan terhadap Badan Kredit Desa (BKD).

Surat petunjuk B.I. NO. 22/67/UPPS/PBPR
tanggal 7 Juni 1989 perihal pengawasan ter-

hadap Badan Kredit Desa (BKD)*

Surat Direksi Bank Indonesia NO. 23/861/Dir
/UPBD/Rahasia tanggal 20 Maret 1991 perihal
pengawasan BKD yang ilntinya adalan sebagal
berikut 3

a. Terhitung se jak 1lApril 1991, tentang
mantri BKD tidak lagi bertugas sebagal
pengawas dan pembina yang seharusnya di-
lakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud Surat Keputusan Direksi B.I. NO
10/51/Kep/Dir tanggal 18 Juli 1977.
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b. Surat Keputﬁsan Direksi B.I. NO. 10/51/-
Kep/Dir tanggal 18 Juli 1977 telah diea-
but dengan SK. Direksi B.I. NO. 21/57e/-
Kep/Dir tanggal 30 Nopember 1988,

¢c. Pengawasan BKD oleh BRI (iatri BKD) ter-
batas melakukan tugas-t gas pengawasan
selaku Badan Prngawas BKD sebagaimana di-
atur dalam Stb.357/1929 Ri jksblad NO. 9/
1937 dan 3/H tahun 1938.

12. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangun-
an Nasional/Ketua BAPPENAS NO. 4657/K/11/90
perihal pengaktifan kembali BKD yang telah

ada 1zin Menteri Keuangan.

13. Surat Menteri Dalam Negeri KO. 412.21/1502
/BANGDES tanggal 14 Nopember 1991 perihal
pembinaan, pengaktifan kembali dan upaya

pembentukan BKD baru,

14. Pidato Pengantar RAPBN 92/93. Presiden Su-
harto dihadapan Sidang Paripurna DPR tangs
gal 6 Januari 1992 tentang pengaktifan kem-
bali 1300 BKD dan pembukaan 500-600 BKD ba-

ru,

b. Dengan diberlakukan Undang-Undeng Perbankan NO.
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771992, BKD diberikan status sebagai Bank per-
kreditan Rakyat (BPR) yang pelaksanaannya akan
diatur dengan peraturan pemerintah. (Dasar Hu-

kum dan Organisasi BKD,. 1992 :4).

3. Maksud, tujuen dan manfaat Badan Kredit Desa (BKD).

Se jalan dengan diperlakukannya Undang-Undang Per-
bankan HO. 7/1992, BKD diberikan status sebagai Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Sebagai bank yang beroperasi
hanya di wilayah desa saja yang disebut dengan BKD, maka
BKD yang didirikan di Desa Janti Kecamatan Papar Kabu -
paten Kediri mempunyai maksud tertentu. Maksud didirikan
BKD adalah : Memberikan pelayanan kebutuhan kredit kepa-
da penduduk desa Janti yang mempunyai usaha kecil-kecil-
an balk sebagal pedagang maupu sebagal petani ataupun
mempunyai penghasilen lain, dengan maksud agar penduduk
Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dapat me~
ngembangkan perusahaannya dengan baik untuk keprluan

produksi ataupun konsumsi.

Sudah tradisi bahwa segala sesuatu di dunia ini
pastil tidak terlepas dari tujuan yang diinginkan, seper-
ti halnya pada lembaga BKD berdirin&a mempunyai beberapa

tujuan diantaranya.adalah : Ager masyarakat tidak lagi
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ter jerat oleh praktek lembaga keuangan informal seperti:
Rentenir, pengijon, bank titil atau plecit dan yang
se jenisnya yang bersifat ilegal dan informal, yang pada

umumnya merugikan masyarakat.

Adapun tujuannya didirikannya Badan Kredit Desa
di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediril " adalah

sebagal berikut :

a. Mendidik masyaraket Janti untuk memblasakan
dan semangat menabung sehinpga terbentuk pe=

mupukan modal dari masyarakat desa tersebut.

b. Mengurangi den mengatasl praktek-prakiek ijon,
pelepas uang/rentenir, gadal gelap dan keglat-
an-kegiatan lain yang serupa yang ada di Desa

Janti ini.

c¢. Mendorong pembangunan ekonomi masyaraxkai Lesa
Jantl secera terarah dan penyaluran modal

yang efektif.

d. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha ba-
gi masyarakat Desa Janti dalam rangka usaha
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa

Janti yang berpenghasilan rendah.

Dari beberapa maksud dan tujuan dari mendirikan
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Badan Kredit Yesa (BKD) yang terdapat di Desa Janti ke~

camatan Papar Kabupaten Kediri yang cukup membanggakan.

Maka dalam pelaksanaan BKD, diharapkan nantinya dapat

membawa manfaat bagi masyarakat Desa Janti (khusuanva

bagi golongan ekonomi lemah).

Manfaat yang diharapkan dari berdirinya Badan

Kredit Desa (BKD) di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupa -

ten, diantaranya sebagal berikut :

Dapat meninglkatkan pendapatan perorangan seca-

ra nyata bagl masyarakat Desa Janti.

Dapat meningkatkan taraf hidup. Dengan Jdemiki-
an meningkatkan kese jakteraan masyarsakat
Desa Janti (khususnya pada golongan ekonomi
lemah),

Memberikan tambahan modal usaha kepada para
pedagang’/pengusaha kecil bagl masyarakat Desa
Jantil.

Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Janti.

(Dasar Hukum dan Organisasi BKD, 1992 : 2).

4. Pendirian BKD dan Struktur Organisasinya

Badan Kredit Desa (BKD) didirikan oleh, dari dan
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untuk masyarakat Desa Janti melalui Rembug Desa/musyawa-~

rah desa. Darl hasil keputusan musyawarah itu dia jukan

dan disyahkan oleh Bupati/Welikotamadya. tingkat IX,

Untuk mendirikan Badan Kredit Desa (BKD), ager

dapat berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-~

hal sebagai berikut :

Potemsl ekonomi di desa tersebut mendukung.

Pembayaran pa jak di desa yang bersangkutan itu

baik.

Kepatuhan masyarakat desa terhadap kewa jiben-

nya cukup tinggi.
Pengurus/Komisi BKD berahklak baik dan tidak

pernah terlibat penyalahgunaan keuangan.

Masyarakat desa tersebut menghendaki didirikan
BKD melalul musyawarah desa, yang memuat Risa-

lah Keputusan :

1. Jumlah penduduk desa yang hadir dan mempu-

nyal hak suara.

2. Apa yang disetujul Bank Desa atau Lumbung

Desa.

3. Jumlah penduduk yang setuju.
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4. Sumber modal yang disetujul dapat berupa :
Kekayaan desa yang disisihkan sebagai mo-
dal, dan modal hutang dari pin jaman BRI,

Pemda dan lainnya.

f. Risalah tersebut diteruskan kepada Bupati/Wali

kotamadya melalui Camat.

g. Bupati/Walikotamadya minta pertimbangan kepada

pengawas BKD.

h. Berdasarkan persetujuan tertulis dari Bupati/
Waliketamadya, pengawas BKD memintakan izin

usaha kepada Menteri Keuangan melalui B.I.

(Dasar Hukum den Organisasi BKD, 1992 : 5)

Dalam organisasi BKD pertama-tama yang digunakan
jadi pedoman adalah buku petunjuk Bank dan Lumbung Desa
tahun 1906, dan banyak revisinya. Tetapi se jak diadakan
pengawasan oleh AVB (sekarang BRI) yang sesuail dengan
SK. Direksi AVB NO. 143 tanggal 13 Nopember 1934 tidak

ada revisi lagi.

Pelaksanaan BKD yang ada di Dese Janti ini, dike-~
lola oleh Komisi BKD. Kamisi ini diangkat dan diberhen-
tikan oleh musyawarah desa, yan disahkan oleh  Bupati/

Walikotamadya. Komisi BKD ini terdiri dari 3 ($iga)
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orang dlantaranya sebagail berikut :

a. Kepala Desa EX OFFICIQ, yang berarti bahwa
men jadi Kepala Desa otomatis karena jabatannya

men jadl kémisi I.

b, Komisi II dan III dipilih dari pemuka masyara-

kat atau aparat desa oleh musyawmarah desa.

Dari tiga komisi tersebut dalam melaksanakan ke~
giatannya perkreditan diawasi oleh Mantri BKD yang di-
bantu oleh juru tata ussha (JTU). JTU BKD diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati’/Walikotamadya atas usul dari
pengawas BKD (Pinca BRI). Status JTU BKD adalah pegawal
perusahaan desa dan bukan pegawal kelurahan atau pegewail
negeri, tidak mempunyai wewenang dalam kepemimpinan mnme-
lainkan hanya urusan dibidang administrasi. Selain itu

JTU BKD harus mengawasi peker jaan dari anggota BKD,

(Dasar Hukum dan Organisasi BKD, 1992 : 9 ).

5. Wilayah Ker ja BKD, JTU BKD dan Mantri BKD

Delam pelaksanaan BKD hanya dapat didirikan dan

melakukan kegiatan usahanya hanyaadg:ailayathésaa;éatau

kelurahan sa ja.
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Sedang tugas dari seorang JTU BKD idealnya mem-
bawahi 6 BKD. Ratio 1 : 6 tersebut dengan pertimbangan
bahwa BKD tidak buka tiap hari tetapi satu minggu seka -
11, sehingga JTU dapat mengatur waktu hari buka masing-
masing BKD dalam wilayah ker janya, di samping untuk
meringankan beban Iuran Dana Usaha untuk masing-masing

BKD.

Seorang JIU idealnya membewahi 6 BKD, tetapi bagil
seorang Mantri BKD ldealnya membawahi maksimum 18 BKD
dengan asumsi buka mingguan. Dengan ratio 1 : 8 tersebut
diharapkan tiap BKD sebulan sekali dikun jungi Mantri BKD
di samping Mantri BKD masih ada kesempatan untuk membuat

laporan dan menger jakan administrasi. (Dasar Hukum dan

Organisasi BXKD, 1992 : 15).

6. Struktur Koordinasi Organisasi BKD

Untuk lebih jelasnya koordinasi dari pelaksanaan
BKD yang terdapat di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupa-
ten Kediri, maka adanya struktur koordinasl organisasi
BKD perlu sakali, sehingga keberadaan BKD dapat terkoor-
dinasi dengan balk dan terarah. Struktur koordinasinya
adalah sebagai berikut :
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STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI BKD
KANPUS BRI ‘J— - —-LBI PUSAT |-~ -| MENDAGRI
] [ l“ T
KANWIL BRI [~ — ~— BI CABANG ~——-*{ GUBERNUR
|
- 1

KANCA BRI | —— | SR

PENGAWAS BKD

BUPATI ]

|

> IR :
4 1 2 i
_ | 4
MANTRI BKD 3 KOMISI
N - .
BKD | 4
KETERANGAN
1. PEMBINAAN SECARA HIERARCHIS
2. PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN GAJI JTU
3. PENGAWASAN
4, PEMBINAAN BANK
GARIS KOMANDO

----- e~=--e-=eec—-e— GARIS KOORDINASI (Dasar Hukum dan

Organisasi BKD, 1992 : ).



C. Ketentuan Hutang=-Piutang Pada Badan Kredit Dessa !BKD}.

1. Pihak Yang Memperoleh Kredit

T0

Mengingat keberadaan BKD yang ada di Desa Janti

Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang bertujuan dianta-

ranya : Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi

masyarakat Besa Jantl dalam rangka usaha untuk mening -

katkan pendapatan masyarakatnya yang berpenghasilan ren-

dah, mengurangi praktek ijon dan pelepas uang yang ada

di Desa Janti.

Agar dari tujuan-tujuan BKD itu tercapai, make

ketentuan-ketentuan bagil nasabah dalam pelaksanaan BKD

yang ada di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri,

sebagal berilkut :

a. Nasabah benar-bsnar warge D§sa Janti.

b. Mempunyai Usaha.

c. Telah disetujul oleh Pamong Desa. ( Wawancara,

Mantri BKD : Sukiran ).

2. Bidang Usaha Yang Memperoleh Kredit

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa,
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Sebagai ketentuan—ketentuan.bagi nasabah yang berhak
memperoleh kredit hampir tldak ada batasannya. Maka penm-
berian kredit pada BKD hanya dibatasi dalam bidang
usaha tertantu saja atau vang berskala kecil sebagaimana
( Industri kecil, pedagang keliling, usaha rumah tanggang

petani, peternah dan lain-lainnya ). (Wawancara, Komisi

I : Suripto).

3. Jenis Pinjaman Pada BKD

Melihat penduduk Desa Janti yang terdiri dari
berbagal macam tingkat pendapatan, maka dalam pelaksa -
naan BKD dibidang peminjamannyapun disesuaikan dengan
kondisi mesyarakat Janti. Adapun jenis pinjaman vang
diperlakukan dalam pelaksanaan BKD ini ada 3 (tiga) je=-

nis diantaranya sebagail berikut :

a. Mingguan

1. Diangsur selama 12 Minggu.
2. Bunga 20% selama 12 Minggu.
3. Maksimum kredit sebesar B. 400.000,00.

b. Selapanan

l. Diangsur selama 5 samapi 10 lapan.
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2. Bunga 20% selama 5 sampai 10 lapan.

3. Maksimum kredit sebesar R. 500.000,00.
¢. Musiman

1. Diangsur setelah panen.
2. Bunga 20% selama 1 (satu) musim Panen.
3, Maksimum kreditnya sebesar Rp. 500.000,00.

( wawancara, Mantri BKD : Sukiran).

» Jaminan

Mengingat BKD didirikan berdasarkan atas rembug de-
sa yang mempunyal sistim administrasi yang sederhana, ser
ta mudah dipahami. D1 samping itu dalam pengelolaan BKD
dalam jabatan komisi di jabat oleh masyarakat Desa Jant}
sendiri dan memdapat mengawasan dari Mantri BKD (pegawail -
BRI), serta sumber dananya sebagian darl masyarakat dan

hasilnya kemball pada masyarakat pula.

Dengan demikian bagi calon masabah baru yang me-
nginginkan kredit cuRup bermodalkan ke jujuran saja, antara
yang memin jam dengan yang dipinjami tertanam rasa saling
mempercayai dan itulah yang menjadi jaminan kredit di BKD.

( Wawancara, Komisi I : Suripto ).

5. Biaya Administrasi
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Dalam dekmmen To "LB Bacaan MRD" Modul ke - 4 di
sebutkan mengenai administrasi yaitu : Bahwa administrasi
atau pembukuan BKD dilakukan oleh Juru Tata Usaha ( Jru )
Yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Waliketamadya
KDH tingkat II atas usul pengawas Badan Kredit Desa (BKD)

(pimpinan cabang BRI).

Juru Tata Usaha (JTU) ini digaji oleh BKD dengan
berpedoman kepada peraturan gaji pegawai negri sipil.
Dari buku dokumen tersebut tidak dikemukakan tentang bia=-

ya administrasi yang dibebankan kepada nasabah BKD. ( Do-

kumen To Bacaan MRD, 1992 ; 14 ).

6. Tata Tertib Bagi Peminjam DUi BEKD.

1. Angsguran

1. Angsuran paling lembat sampai jam 10.00 WIB.

2. Angsuran tidak boleh lowok.

3. Jika sampal nunggak merah, tidak bisa diluna
sl maka pettigas BKD akan mengambil tindakan
sesual dengan peraturan yang berlaku bagi

penunggak,

II. Cap Jempol

Cap jempol bila penerimaan pinjaman tidak
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dak boleh diwakilkan.

III. Pemin jam Baru

Pemin jam baru harus ada oengantar dari Pamong
Blok yang disetujuli oleh Kepala Desa dab benar

benar punya usaha.

Demikian tata tertib di atas, diharap para pemin-
jam mengerti dan mentaatinya demi kelancaran BKD ini,

terima kasih.

Koordinator BKD

tta

(Sumber Data : Kantor BKD). ( Sutrisno )

D. Praktek Pelaksanaan Kredit Pada BKD

1. Keglatan Operasional BKD

Wilayeh ker ja BKD hanya meliputl satu wilayah de-

sa dengan usaha sebagai berikut :

a. Memberikan pinjeman untuk dagang, tani, kera-
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jinan dan lainnya dengan cara pembayaran kem-

bali dengan angsuran,

b. Menerima tabungan : tabungan wa jib, tabungan

sukarela.
¢. Membina nasabah.

d. Mengurangl resika : selektifitas, tunggakan, -

cadangan.

Kebl jaksanaan pemberian pinjaman sepertil menene
tukan bunga, besarnya maksimum pinjaman ditentukan dalam
musyawarah desa’/rembug desa dengan mempertimbangkan pe-

tunjuk dari BRI selaku pembina tehnis perbankan. (Wawan-

cara, Mantri BKD : Sukiran).

2. Cara Menawarkan Kredit

Yang dimaksud dengan menawarkan kredit BKD adalah
bagaimana agar masyarakat tahu dan selanjutnya mau me-
minjam kredit di BKD yang ada di Desa Janti ini. Adapun
cara menawarkan yang dilakukan oleh BKD adalah tidek
lain lewat rembug desa atau lewat para anggota BKD itu
sendiri, dengan memberitahu masa pinjmmannya, bunga yang
harus dibayar, prosedurnya ringan dan tcnpa adanya ja=~

minan, Jika ada yang berminat, maka bisa berhubungan
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langsung dengan pengurus atau datang ke kantor BKD.

(Wawancara, Komisi I, II : Suripto, Murjianto).

3. Cara Pengajuan Kredit

Bagi masyarakat Janti yang ingin memperoleh kre-
dit dari BKD, maka cukuﬁ mendatangi kantor BKD. selanjut
nya mendaftarkan diri pada Mantri BKD dengean menun jukkan
surat pengantar dari desa dan menyatakan kehendaknya

ingin memperoleh kredit dari BKD. (Wewancara : Mantri

BKD, Kemisi BED).

4. Syarat-syarat Hemperoleh Kredit dan Mengambilannya

Bagi calon nasabah baru sebelum datang ke kantor
BKD, mendatangl terlebih dulu ke kantor desa guna untuk
mendapatkan penjelasan dari pamong desa atau kepala Desa
teqtangl syarat-syarat untuk mendapatkan kredit dari BXD
diantaranya sebagai berikut :

a, Calon nasabah tersebut benar-benar penduduk
Desa Janti, dengan cara menun jukkan .kartu

tanda penduduk.
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b. Calon nasabah telah mempunyai usaha sedan ber

jalan (mempunyai penghasilan tetap).

Setelah mendapat persetujuan dari Pamong Desa dan

mendaftarkan diri pada kantor BKD, maka calon nasabah
siap untuk melakukan cap Jjempol sebagai cara termudah
untuk menghindari . pemalsuan. Selanjutnya petugas BKD

menyerahkan se jumlah uang kredit yang sesuai dengan per-
mintaannya yang sudah disetujui oleh komisi BKD, selzali-

gus dipotong untuk uang tebungan nasabah sebesar 5%.

(Wawancara : Nasabah, Pemong Desa dan Komisi BKD).

5. Cara Angsuran dan Yang Bertanggung Jawab Bila Nasabah

Meninggeal .

Sebelum nasabh mengambil kredit dari BKD, maka
Komisi BKD menerangkan lebih dahulu mengenai bentuk-ben-
tuk pinjaman di BKD ini diantaranya : Pentuk Mingguan,
Selapanan dan Musiman. Adapun keterangan itu bagi para
nasabah ada pilihan aan bisa mengukur kemampuan dirinya

untuk melunasi hutang-hutangnya di BKD.

Bilaman nasabah memilih bentuk mingguan, . makea
dalam melunasi kreditnya dengan cara tiap-tiap minggu

sekali, jika memilih selapanan, maka mengangsurnya pada
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tiap-tiap lapan dan mengambilnya dengan bentuk musimean

maka mengangsurnyapun pada tiap-tisp musim panen. (Wawan

cara, Komisi I : Suripto).

Selan jutnya bila ter jadi suatu musibah pada nasn-
bah misalnya : Meninggal dunia, sedang nasabah tersebut
belum melunasi kreasditnya pada BKD, Dalam hal ini ada
kebl jaksanaan tersendiri dari BKD yaitu : nasabah terse-~
but didaftarkan pada ansuransi jiwa. Ansuransi itu ber-
nama Beringin Se jaktera dan preminya yang menanggung ada-

lah BKD bukan nasabah. (Wawancara, Mantri BKD : Sukiran),



